BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

PP, 5 —

Menimbang :a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan
dilampiri laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang |
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan '
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

—_—

Mengingat :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat [ di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, T:
Le‘mbaran Negaru Republik Indonesia"Namw 1_'820}-'-
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10.

11

134

. Undang-Undang Nomor [2 Tahun 2011 tentang Pembentukan

hregarn (Lemharan Nognra blik |
Nomor 47, Tambahan Lembaran Nega
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentnng
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia a
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPe
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (L
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421): :
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keunangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik §
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerinta
Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2:
2014 tentang Pemenntahan Daerah mm_]adl
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor 4540);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keunangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Repub ik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502)sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576)sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran. Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubal
Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser
Kalimantan Timur (Lembaran Neguta Republik Indonesi

2007 Nmnor 111, Tambahan Lembaran

1
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25, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 m

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

26, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahar
Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timu
Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Rej ;
Indonesia Tahun 2013Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5392);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan keuangan Daerahsebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan
Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

29 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Paser Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 2);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada
Pemerintah Dacrah;

31 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor
99/13/2019);

32 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020

Nomor 51/10/2020);
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DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGG
Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa [
keuangan memuat :

Laporan realisasi anggaran;

Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

Laporan operasional;

Laporan perubahan ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

® Mmoo RO TR

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah /perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) hurufa Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 2.404.053.511.907,13
b. Belanja Rp 2.304.819.501.033.78
Surplus/defisit Rp. 99.234.010.873.35

c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp 442.373.646.400,77
- Pengeluaran Rp 64.868.099,00
Pembiayaan Netto Rp 429.208.778.301,77

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran scbagaimana d
Pasal 2 sebagai berikut :
a. Selisih  anggaran
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¢ Selisih anggaran dengan realisasi surplus/de
Rp(296.661.294.678,00) dengan rincian sebagai
1. Surplus/defisit setelah
perubahan
2. Realisasi
Selisih lebih/kurang

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp0,00 rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan
Rp 442.373.646.400.77

setelah perubahan
2. Realisasi Rp_ 442.373.646.400.77
Selisih lebih/kurang Rp 0,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp1.010.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan
Setelah perubahan Rp 14.174.868.099,00
2. Realisasi Rp _ 13.164.868.099.00

Selisih lebih/kurang Rp  1.010.000.000,00

£ Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp(1 674.868.099,49) dengan rincian sebagai berikut :

|. Anggaran pembiayaan neto
setelah perubahan Rp 428.198.778.301,77 '

2. Realisasl Rp 429.208.778.301.77

Selisih lebih/kurang Rp.  (1.010.000.000,00)
Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih pada Pasal 1 ayat (1) hurufb

Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a  Saldo Anggaran Lebih Awal

b. Penggunaan SALsebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan

Sub total
Sisa Lebi

Rp

[J
BASL

Rp
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Rp

Rp

3. Surplus/defisit dari Operasi

Kegiatan Non Operasional merupakan selisih a
Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO dengan [
Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO dengan rif

berikut :
1. Surplus dari Kegiatan Non =
Operasional Lainnya - LO Rp 0,00

2. Defisit dari Kegiatan Non I
Operasional Lainnya — LO R 2.193.252.323,36
3. Surplus/Defisit dari Kegiatan
Non Operasional Rp (2.193.252.323,36)

d. Pos Luar Biasa selisih antara Pendapatan Luar Biasa - LO dengan
Beban Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Luar Biasa LO Rp 5.592.093.648,69
2. Beban Luar Biasa Rp 3.360.592.870.00
3. Surplus/Defisit dari Pos
Luar Biasa Rp 2.231.500,778,69
Surplus/Defisit-LO Rp  (76.783.011.685,05)
Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas pada Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun
Anggaran 2020 sebagai berikut :
a, Ekuitas awal Rp 7.156.510.897.688,83
b.  Surplus/Defisit-LO Rp  (76.783.011.685,05)
¢.  Dampak komulatif perubahan
perubahan kebijakan/kesalahan
mendasar :
- Koreksi nilai persedian Rp
- Selisih Revaluasi Aset Tetap
- Koreksi ekuitas lainnya
- Koreksi Ekuitas Aset Lancar
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tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

berikut:

a.  Saldo kas awal per 1 Januari 2020

b.  Arus kas dari aktivitas operasi

c.  Arus kas dari aktivitas investasi
asset non keuangan

d.  Arus kas dari aktivitas
pembiayaan

e Arus kas dari aktivitas non
anggaran

£ Saldo kas akhir

per 31 Desember 2020

Pasal 9

Rp (569.543.343.052,71)
Rp  (13.164.868.099,00)
Rp. 0,00

Rp 528.442.789.175,12

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pertanggungj

Pasal 10

awaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada

pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini, yang terdiri dar :
Lampiran @ Laporan Realisasi Anggaran

a.

Lampiran 1.1

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut 3
urusan pemerintahan daerah dan organisasi

Lampiran 1.2 : Ringkasan Laporan Realisasi

Lampiran 1.3
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. Lampiran XIII : itulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konst
Pekerjaan;

0. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya,

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah:

q. Lampiran XVII : Daflar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daflar Kegiatan-kegiatan ~ Yang
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Angg:
Berikutnya; .

¢ Lampiran XX : Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 11

| ampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 avat

(2) terdiri dari : I8
a Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah

ini.
b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah

daerah tercantum dalam Lampiran [X Peraturan Daerah uﬁ. -
Pasal 12

Bupati Paser menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian

dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pasal 13
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B 202

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR ....
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